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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 503 /gprs. O /etl ‘acpz
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA

DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

pelayanan publik sesuai dengan asas

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai

pihak yang terkait dengan  penyelenggaraan

pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik

wajib menetapkan Standar Pelayanan;

bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian

ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan

pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan
Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan
yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta  dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
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Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4595);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun

10.

11.

12,

13.

14.

15.

2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14

Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Publik;

Peraturan Daerah Kuningan Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
S Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat =~ Daerah Kabupaten
Kuningan;

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 26 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di
Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kuningan;

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 69 Tahun 2020
tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 176 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022
tentang Ketentuan  Tata  Naskah Dinas
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 246 Tahun
2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha
di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

KEDUA

Standar Pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Izin Pendirian PAUD;
2. lzin Pendirian Sekolah Dasar dan Menengah

Pertama Negeri;

Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
Izin Trayek;
Izin Penyelenggaraan Kegiatan Perhelatan;

Izin Dispensasi Pemakaian Bahu Jalan/Trotoar;
Izin Penelitian;

© N o AW

Izin Penyelenggaraan Pendididkan Non Formal
(SIPPNF);

9. Izin Pembentukan Bursa Kerja Di Sekolah;

10. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas C;
11.]Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas C;
12. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas D;
13. Izin Praktik Perawat Gigi;

14.1zin Praktik Bidan;

15.1zin Praktik Perawat;

16. Izin Penyehat Tradisional;

17.1zin Praktik Okupasi Terapis;

18. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;

19.1zin Praktik Dokter Spesialis;

20. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat;
21.]zin Praktik Dokter Umum;

22, Izin Praktik Perawat Gigi;

23. Izin Praktik Refaksion Optision;

24.1zin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
25. Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW);

26. Izin Praktik Fisioterapis;

27.1zin Kerja Perawat;

28. Izin Kerja Apoteker;
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29.1zin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi
Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
30. Izin Lembaga Latihan Swasta;
KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan di dalamnya

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal %9 Januari 2023
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29. Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi
Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
30. Izin Praktik Radiografer.
KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan di dalamnya

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 20 Januari 2023
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KETIGA

29.1zin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi
Laboratorium Medik (SIP-ATLM);

30. Izin Praktik Radiografer.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan

perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan di dalamnya

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal % Januari 2023
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KETIGA

29.1zin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi
Laboratorium Medik (SIP-ATLM);

30. Izin Lembaga Latihan Swasta;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan

perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan di dalamnya

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 3¢ Januari 2023
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STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN KUNINGAN

NO

KOMPONEN STANDAR
PELAYANAN

Proses Pengelolaan
Pelayanan Di Internal

URAIAN

Organisasi ( Manufacturing)

Dasar Hukum

HZY ©No o

=

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik I

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

Undang-Undang Nomor 4
g Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Mengubah Undang-Undan
Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Huﬁmwmbmbwccmwh
CnnmbmébmwbmvuoﬂboawwHmb:nmozSbgm Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan,;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,

Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
ndonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan

Pendidikan Anak Usia Dini;
Standar Nasional

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang

Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor
Usia Dini;
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Daerah Kuningan Nomor 10 Tahun 20 19 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi
Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kuningan,
Peraturan Bupati Kuning

Kabupaten Kuningan;
Peraturan Bupati Kuningan Nomor 246 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak

an Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah
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2 | Sarana, Prasarana dan/ atau 1. Sarana :
Fasilitas a. Meja kantor, kursi dan AC;
b. Perangkat komputer;
c. Alat Tulis Kantor;
d. Aplikasi siCantik Cloud;
e. Blanko/formulir izin;
f. Brosur pengurusan izin;
g. Papan informasi prosedur dan persyaratan izin;
h. Internet/ Wifi;
i. Website DPMPTSP;
2. Prasarana/fasilitas:
a. Ruang Tunggu
b. Costumer Service
c. Meja Pengaduan/ Aplikasi Pengaduan
d. Loket Permohonan Perizinan (Front Office)
e. Loket Pengambilan Izin;
f.  Kantor Kas Bank Jabar;
3 | Kompetensi Pelaksana a. Minimal berpendidikan D3;
b. Memahami tentang ketentuan peraturan;
c. Mampu mengoperasikan komputer;
d. Mampu berkomunikasi dengan baik;
e. Mampu berbahasa Inggris lebih diutamakan.
4 | Pengawasan Internal a. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang, dengan melihat Laporan Kinerja Harian dari masing
masing petugas;
b. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat melalui SPIP;
5 | Jumlah Pelaksana a. 2 (dua) orang petugas front office;
b. 1 (satu) orang petugas costumer service;
c. 1 (satu) orang petugas penanganan pengaduan
6 | Jaminan Pelayanan a. Pemohon perizinan mendapatkan pendampingan;
b. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan;
c. Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat dengan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
7 Jaminan Keamanan dan Surat izin menggunakan tanda tangan secara elektronik.
Keselamatan Pelayanan
8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana Dilaksanakan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali
B. | Proses Penyampaian
Pelayanan (.Service Delivery)
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1 | Persyaratan Pelayanan 1. PERSYARATAN PAUD FORMAL (TAMAN KANAK-KANAK)

a. Scan JPG Luas tanah 300 M? (tiga ratus meter persegi) atas nama Yayasan Penyelenggara;
b. Scan JPG IMB/PBG untuk PAUD/TK;

c. Scan JPG NPWP;
d. Scan JPG Surat kepemilikan tanah berupa sertifikat, pethok D, surat keterangan Kepala Desa / Kepala

Kelurahan;

e. Scan JPG akte pendirian yayasan penyelenggara yang diterbitkan oleh notaris dan disahkan oleh
Kemenkumham;

f. Scan JPG Susunan pengurus yayasan penyelenggara dan rincian tugas;

g. Scan JPG ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 M? (tiga meter persegi) per

anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
h. Scan JPG Surat permohonan dari kepala satuan pendidikan PAUD;
i. Scan JPG KTP pimpinan;
j. Scan JPG Surat keterangan domisili satuan pendidikan dari Kepala Desa / Kelurahan;
k. Scan JPG Surat persetujuan dari warga setempat, Ketua RT, RW dan Kepala Desa/Kelurahan;
1. Scan JPG Proposal (Bukti Pendirian, Bukti Kepemilikan Sarana, Daftar Sarana, Daftar Susunan

Pengelola)
m. Scan JPG Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan

2. PERSYARATAN PAUD NON FORMAL (TPA, KB, SPS)

Scan JPG surat kepemilikan tanah berupa sertifikat, pethok D, surat keterangan Kepala Desa / Kepala Kelurahan;
Scan JPG akta pendirian yayasan penyelenggara yang diterbitkan oleh notaris dan disahkan oleh Kemenkumham;

Scan JPG Susunan pengurus yayasan penyelenggara dan rincian tugas;
Scan JPG ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 M2 (tiga meter persegi) per anak dan

tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
Scan JPG Surat permohonan dari kepala satuan pendidikan PAUD Formal (TK) mengetahui Yayasan;
Scan JPG Foto KTP pimpinan;

n.
n
g. Scan JPG NPWP;

h. Scan JPG Surat keterangan domisili satuan pendidikan dari Kepala Desa / Kelurahan;
i

j-

k.

RO op

Scan JPG Surat persetujuan dari warga setempat, Ketua RT, RW dan Kepala Desa/Kelurahan.
Scan JPG Proposal (Bukti Pendirian, Bukti Kepemilikan Sarana, Daftar Sarana, Daftar Susunan Pengelola)

Scan JPG Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan

‘Sisterr o .= |a. Pemohon membuat akun pada aplikasi Sicantik Cloud melalui link Sicantik.go.id;

2 | Sistem, Mekanisme dan
Prosedur Pelayanan b. Pendaptaran pemohon bisa melalui online/tatap muka di Kantor DPMPTSP melalui pendampingan front
office;

¢. Pemohon mengupload seluruh dokumen persayaratan yang diperlukan;
d. Pemohon menerima tanda berkas berisi nomor permohonan sebagai tanda permohonan izin siap diproses
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apabila didampingi oleh petugas front office DPMPTSP;

e. Pemohon bisa memantau proses pengajuan izin melalui akun masing masing yang sudah terdaptar di

f.
g

hi

i.
3.

aplikasi Sicantik.go.id;

Petugas front office menerima berkas dan memeriksa berkas pemohon melalui akun front office;

Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis diberikan oleh dinas teknis melalui aplikasi Sicantik Cloud
sesuai permohonan yang masuk ke DPMPTSP sekaligus menginput rekomondasi;

Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya melakukan verifikasi berkas permohonan sesuai dengan tugas
pokok fungsinya. Hasil verifikasi fungsional Penata Perizinan Ahli Madya menjadi dasar Kepala Dinas untuk
memproses berkas permohonan;

Kepala Dinas melakukan penetapan izin dengan dasar verifikasi dari semua proses ﬁmgoWonmb sebelumnya;
Pemohon mengisi survey kepuasan masyarakat sebagai salah satu syarat pencetakan izin;

k. Pemohon bisa langsung cetak sendiri surat keputusan izin yang dimohon.

Jangka Waktu Penyelesaian

1 ( satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Rp. 0,- (nol rupiah)

Produk Pelayanan

Surat Izin Pendirian Anak Usia Dini ( PAUD);

aounieasl w

Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan

Penanganan Pengaduan dikelola oleh Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda sebagai Anggota Tim Penanganan
Pengaduan dan Informasi Layanan, dengan mekanisme sebagai berikut :

a.
b.
c.

d.

Pemohon izin dapat mengisi kotak saran/formulir pengaduan

Formulir yang telah diisi pemohon bisa di sampaikan kepada petugas penanganan Pengaduan;
Mengirim surat langsung pengaduan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Kuningan maupun via
email : dinaspmptspkuningan@gmail.com

Dapat menggunakan aplikasi pengaduan Sapa PISP yang ada di Website
(https:/ /dpmptsp.kuningankab.go.id)

Kuningan,%0 Januari 2023

<t Yo .womwm 198703 1 006
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NO
A

STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH PERTAMA NEGERI

KOMPONEN STANDAR
PELAYANAN
| Proses muazuﬁo laan
| Pelayanan Di Internal
| Organisasi ( Manufacturing)

Dasar Hukum

]
|

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN KUNINGAN

URAIAN

; C:a:::-C:a::: Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

10.Peraturan Daerah Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;

11.Peraturan Bupati Kuningan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi
Dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;

12.Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Kuningan;

13.Peraturan Bupati Kuningan Nomor 246 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

+FUN
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Sarana, Prasarana dan/ atau

| Fasilitas

1. Sarana :

Meja kantor, kursi dan AC;

Perangkat komputer;

Alat Tulis Kantor;

Aplikasi siCantik Cloud;

Blanko/formulir izin;

Brosur pengurusan izin;

Papan informasi prosedur dan persyaratan izin;
Internet/ Wifi;

Website DPMPTSP;

HER S As g
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. Prasarana/fasilitas:

Ruang Tunggu

Costumer Service

Meja Pengaduan/ Aplikasi Pengaduan
Loket Permohonan Perizinan (Front Office)
Loket Pengambilan Izin;

. Kantor Kas Bank Jabar;

mopooe

Kompetensi Pelaksana

Minimal berpendidikan D3;

Memahami tentang ketentuan peraturan;
Mampu mengoperasikan komputer;
Mampu berkomunikasi dengan baik;

Mampu berbahasa Inggris lebih diutamakan.

Pengawasan Internal

peaooe

Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang, dengan melihat Laporan Kinerja Harian dari masing
masing petugas;
Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat melalui SPIP;

|
|
| Jumlah Pelaksana
|
_

2 ( dua) orang petugas front office;
1 (satu) orang petugas costumer service;
1 (satu) orang petugas penanganan pengaduan

| Jaminan Pelayanan

PoPooPIT

Pemohon perizinan mendapatkan pendampingan;
Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan;
Pelayanan dilakukan secara cepat dan tepat dengan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan

| Jaminan Keamanan dan
| Keselamatan Pelavanan

Surat izin menggunakan tanda tangan secara elektronik.

| Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dilaksanakan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali

| Proses Penyampaian
_ Pelayanan (Service Delive
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Persyaratan Pelayanan

ChNpuhLR=

—
N = O-

Scan JPG Surat Permohonan Jjin Pendirian Sekolah oleh pemohon
Nomor JPG Induk Berusaha (NIB);
Scan JPG KTP pimpinan lembaga;
Scan JPG NPWP lembaga;
Scan JPG Proposal lembaga;
Scan JPG Akta pendirian dan perubahan terakhir (bila ada);
Scan JPG [jin Mendirikan Bangunan PBG
Scan JPG Akta Notaris Yayasan dan bukti registrasi dari Kementerian Hukum dan HAM
Scan JPG Susunan Pengurus Yayasan .
. Scan JPG Akte Tanah
. Scan JPG SK Penetapan Kepala Sekolah oleh Yayasan
.Scan JPG SK Penetapan Komite Sekolah oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil musyawarah dengan
masyarakat dengan melampirkan daftar hadir musyawarah

13. Scan JPG Data Siswa yang mencakup nama lengkap, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan alamat

lengkap

14. Scan JPG Guru dengan melampirkan ijazah
15. Scan JPG Data pegawai dengan melampirkan ijazah

16. Scan JPG Data ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan sarana prasarana lainnya.
17. Scan JPG Data Inventaris/Sarana Prasarana Sekolah

18. Scan JPG Surat persetujuan dari sekolah sekitar (minimal 3 sekolah) negeri dan swasta.
19. Scan JPG Denah Sekolah

20. Scan JPG Surat Keterangan tidak mengunakan gedung atau fasilitas negara atau pemerintah yang dibuat

21.

oleh Kepala Sekolah

Scan JPG Surat Pernyaaan mengkuti aturan dan ketentuan dari pemerintah yang dibuat oleh Kepala
Sekolah

22. Scan JPG Surat kesanggupan melaksanakan kurikulum yang berlaku yang dibuat oleh Kepala sekolah
23. Scan JPG Rekomendasi dari camat setempat

24. Scan JPG Sumber dana Penyelenggaraan Pendidikan dan fotokopi rekening bank

25. Scan JPG Rencana induk pengembangan sekolah

26. Scan JPG NPWP sekolah dan yayasan

27. Scan JPG KTSP dan kelengkapannya

28. Scan JPG Surat Keterangan dari BMPS ( Badan Musyawarah Perguruan Swasta)

Sistem, Mekanisme dan
Prosedur Pelayanan

oo

. Pemohon membuat akun pada aplikasi Sicantik Cloud melalui link Sicantik.go.id;
. Pendaptaran pemohon bisa melalui online/tatap muka di Kantor DPMPTSP melalui pendampingan front

office;

. Pemohon mengupload seluruh dokumen persayaratan yang diperlukan;
. Pemohon menerima tanda berkas berisi nomor permohonan sebagai tanda permohonan izin siap diproses

apabila didampingi oleh petugas front office DPMPTSP;

Pemohon bisa memantau proses pengajuan izin melalui akun masing masing yang sudah terdaptar di
aplikasi Sicantik.go.id,
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f. Petugas front office menerima berkas dan memeriksa berkas pemohon melalui akun front office;

g. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis diberikan oleh dinas teknis melalui aplikasi Sicantik Cloud
sesuai permohonan yang masuk ke DPMPTSP sekaligus menginput rekomondasi;

h. Fungsional Penata Perizinan Ahli Madya melakukan verifikasi berkas permohonan sesuai dengan tugas
pokok fungsinya. Hasil verifikasi fungsional Penata Perizinan Ahli Madya menjadi dasar Kepala Dinas untuk
memproses berkas permohonan;

i. Kepala Dinas melakukan penetapan izin dengan dasar verifikasi dari semua proses vmdﬁorobmb sebelumnya,;

j. Pemohon mengisi survey kepuasan masyarakat mm_ummmp salah satu syarat pencetakan izin;

k. Pemohon bisa langsung cetak sendiri surat keputusan izin yang dimohon.

Jangka Waktu Penyelesaian

1 ( satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Rp. 0,- (nol rupiah)

Produk Pelayanan

Surat Izin Pendirian Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Negeri;

ajln|s| W

Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan

Penanganan Pengaduan dikelola oleh Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda sebagai Anggota Tim

Penanganan Pengaduan dan Informasi Layanan, dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Pemohon izin dapat mengisi kotak saran/formulir pengaduan

b. Formulir yang telah diisi pemohon bisa di sampaikan kepada petugas penanganan Pengaduan;

c. Mengirim surat langsung pengaduan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Kuningan maupun via
email : dinaspmptspkuningan@gmail.com

d. Dapat menggunakan aplikasi pengaduan Sapa PTSP yang ada di Website
(https:/ /dpmptsp.kuningankab.go.id)

chmsmmd. 20 Januari 2023
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